BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Secara hakikat, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sangat bergantung

pada tindak pidana asalnya. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

1 kekayaan
njadi dasar

kan tindak

splisit di awal proses, pembuktian
secara tidak langsung melalui pola transaksi tetap menjadi bagian penting
dalam memperkuat dakwaan. Mekanisme ini memberikan fleksibilitas

penyidikan untuk mencegah penghilangan atau pemindahan aset hasil
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kejahatan, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dan asas keadilan dalam
proses peradilan pidana.

Sebagai tindak pidana lanjutan, TPPU tetap memerlukan identifikasi sumber
perolehan harta kekayaan yang dicurigai berasal dari tindak pidana asal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-X11/2014 menegaskan bahwa

YSCS _NLKT

pan Pasal 69

Peningkatan koord PPATK, aparat penegak hukum,
lembaga keuangan, serta otoritas terkait dalam mendeteksi dan

mengidentifikasi transaksi mencurigakan yang berindikasi sebagai hasil

tindak pidana pencucian uang.
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Penguatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam menerapkan
teknik investigasi keuangan (financial investigation) guna menelusuri
aliran dana hasil kejahatan.

Implementasi mekanisme pembalikan beban pembuktian (reverse

burden of proof) dalam kasus-kasus tertentu untuk memastikan

sa, perlu

PPU tanpa

Tahun 2010+*ag terjadi perbedaan tafsir yang dapat

menghambat efektivitas Penyidikan.

c. Meckanisme pengawasan terhadap penyidik dan jaksa perlu

diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam

menangani kasus pencucian uang.
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2. Meningkatkan Efektivitas Penyidikan TPPU

a.

Hakim perlu lebih cermat dalam mempertimbangkan sumber aset
yang terlibat dalam TPPU sebagai bagian dari proses pembuktian,
meskipun Pasal 69 memungkinkan penyidikan tanpa pembuktian

tindak pidana asal terlebih dahulu.

)14  untuk

emberikan

keadilan.

Penerapan meka 18- pembalikan beban pembuktian (reverse

burden of proof) dalam kasus TPPU dapat menjadi solusi untuk
memudahkan pembuktian, namun tetap harus diimbangi dengan
perlindungan terhadap hak-hak tersangka agar tidak melanggar

prinsip praduga tak bersalah.
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d. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai risiko dan dampak
hukum dari keterlibatan dalam transaksi yang berpotensi sebagai
pencucian uang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum

dan mengurangi ruang gerak pelaku TPPU.

Dengan strategi yang tepat dan koordinasi yang kuat antar lembaga, diharapkan

pemberantasan cbih efektif, transparan,

dan

‘ KEDJAJAAN ‘
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